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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

AADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
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DAERAH
Banyaknya Uang :| == ENAM JUTA RUFIAH == ]
Uintuk : BELANJA JASK TENAGA ADMINISTRAS] KEGIATAN FPENYEDIAAN JASA
Fembayaran PENUNIANG LRUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAMN

JASA PELAYANAN LIMLIM KANTOR BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024
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NO. DAFTAR: 00218/505000000020000/2024

DAFTAR: BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN

AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achwrad Yan Momar 3 Bulo Gading, Ujung Pandang, Kots Maksssar Sulswesl Seiaten Kods Pos 80111
Tedepon (D411) M16000. Fakcaimile (0411) IG3047
L = g by = '.'.M'!{'I'-_Hﬂ“lb FyLar i o

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR: 204 /SETDA/ 188.4/TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JABA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL
NEGARA PADA TENAGA PENUNJANG PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang . & bahwa untuk mengoptimalkan kelancaran Kegiatan Sub
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada
Badan Penclittan dan Pengembangan Daerah Kota
Makassar, maka dipandang perlu  menunjuk dan
memberikan  Jasa Tenaga Administrasi  untuk
pelaksanaan kegiatan dimaksud:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Kepulusan
Sekretaris Dacrah Kota Makassar tentang Penunjukan
dan Pemberian Belanja Jasa Tenaga Administrasi serta
Belanja luran Jaminan /Asuransi bagi Non Aparatur Sipil
Negara pada Tenaga Penunjang Pelaksana sub Kegatan
Penvediann jass Pelayanan Umum Kantor pada Badan
Penelitinn dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2024,

Mengingat 1 1. Undang-Undang Nemor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1l di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomaor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sislem
Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tlentang
Pemerintahan Dacrah [Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2014 Nemor 292, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Nomor S601) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023
tentang Indonesia Penetapan Peraturan Pemenntih
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta kerjn menjadi Undang-Undang (Lembaran Negarn
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negaru Republik Indonesia Nomor 6856);




e bl =

Undang-Undang Nomor 30 Peraturan Pemerintal Nomor
30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah
terakhir dengah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran ‘Negara
Republik Indorjesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarhbahan
Lembaran Negs Rﬂpubﬁklnduncuinﬁnmurﬁﬂﬁb‘j:
Peraturan Pemgrintah Nomeor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan |} nn;nn Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indoresia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negars Hepuhhk[ndnuaﬁaﬁnmwm@;l,
Peraturan Hen eri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 ‘Nomor
1781);

Perangkat Dacrph Kota Makassar Nomor 8 Tahuh 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkst Daerah
(Lembaran Daerph Kota Makassar Nomar 8 Tahur 2016)
scbagaimana tglah diubah dengan Peraturan
Hnmlinknaur umurBTﬂhunﬂﬂﬂammnanﬂhihan
Daerah atas Pers aturan Daerah Kota Makassar Nomor 8
Tahun 2016 fentang Pembentukan dan sunan
Perangkat Dacrah (Lembaran Daerah Kota

Nomor 8 tahun 2023);

B. Peraturan Daersh Kota Makasar Nomor 6 Tnhur] 2023

9.

10.

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahur) 2023 Nomor 6); |
Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2023
tentang Pedomap Pengelolaan Tenaga Pendukung Non
Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayanan Publik
yang berintegritas  pada Lingkup Pemerintah ]:Tlﬂ'lh
(Berita Daecrah Kpta Makassar Tahun 2023 Humr.lrEI],
Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tl.hu.m 2023
Tentang Penjalbre Anmmﬁndapmdmﬂhhqjl
Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, (Berita
Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94},




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Memperhatikan :

L L

Keputusan Daerah Kota Makassar Nomor
3475 /188.4,45/Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga
Pendukung Non ASN sebagai Laskar Pelangi Pemerintah

Kota Makassar Talun Anggaran 2024, ;
M SKAN:
KEPUTUSAN 8§ ARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA
TENAGA ADMINISTRASI SERTA BELANJA  [URAN
JAMINAN /ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA TENAGA PENUNJANG PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR PADA

AN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
ANGGARAN 2024,

(ESATU, diberikan Belanja Jasa Tenaga
Administrasi serta luran Jaminan/Asurans|, bagi Non
Aparatur Sipil Negara pada Tenaga Penunjang Pelaksana
sub Kegiatan P

b. Belanja juran /jaminan asuransi:

1. Kesehatan : Rpl41.000,00/Orang/Bulan
2. Kecelakaan : Rp3.600,00/Orang/Bulan
3. Kematian : Rp4.500,00/Orang/Bulan

Pemberian Belanjja Jasa dan Belanja  Juran
Jaminan/Asuransi | sebagaimana dimaksud  Diktum
KESATU, diberikan| sebagai kelancaran pelaksanaan Sub
Kegiatan pm:.rediuap Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada
Hadan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Muakassar
Tahun Anggaran 2024,

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
Keputusan inl di n pada Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksana
Anggaran Badan elitian dan Pengembangan Daerah Kots
Makassar Tahun An 2024,




KELIMA

KEENAM

Tembusan,

I. Sekertaris Dacrah Kota Makassar di Makassar,

2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Maknssar,

A, Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar,

4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Dacrah Kota Makasesr di Makansar,
5. Kepals Badan Penclitinn dan Pengembangan Daerah Kotn Makassar di Makassur.
6. Kepala Bagian Hukum Setdn Kota Makassar di Makassar,

7. Maning-masing yang bersangkutan untuk dikeinhui.

Ketentuan yang berkaitan dengan Teknis pelaksanaan
Keputusan  Sekretaris Dacrah Kota Makassar tentang
Penunjukan dan Pemberian Belanja jasa Tenaga
Administrasi serta Belanja luran Jaminan/Asuransi bagi
Non Aparatus Sipil Negara pada Tenaga Penunjang
Pelaksana sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah,
akan diatur dan dipertanggungiawabkan lebih lanjut oleh
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Dacrah Kota
Makassar,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

: AHID PAGARRA




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(BALITBANGDA)
Nislari Seidiornl Abmied Yani Mo ¥ Slulinssas i)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/025/KEP/11/2024

TENTANG

PEMBERIAN JASA ADMINISTRASI SERTA BELANJA TENAGA
ADMINISTRASI SERTA IUARAN JAMINAN / ABURANSI BAGI NON
APARATUR SIPIL NEGARA PADA TENAGA PENUNJANG PELAKSANA SUB
KEGIATAN PENYEDIAAN JASBA PELAYANAN UMUM KANTOR PADA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN

ANGGARAN 2024

HEPALA BADAN PFENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Menimbang : a.

Mengingat

bahwn untuk kelancaran  tugas-tugas  Pemenntaban,
Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada
Badan Penelitinn dan Pengembangan Daerah Kota Makassar,
dipandang perlu momberikan jasa tenaga administrasi seria
belanja jusardan jaminan / asuransi bag non aparatur sipl
negarn pada tenagn penunjang pelaksana sub  kegiatan
penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada Badan
Penelitian dan Pengembangun Doaerah Kota Makassar Tahun
Angegaran 2024,

bahwa untuk maksud tersebut di atas, periu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Dacrah Kota Makassar.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 lentang

Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelengeara Negara vang Rersih dan Rebns dan Kormips
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
A851);

Undnng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang heuangan
Hl:-gmu. {L::tlll.m;ml N-.—gmd RH:HHHHI- ]m.l-uu;'n;n Taliun 2003
Nomor 47, Tambahan Lemboaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembarun Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 teniang Pemeriksann

Pengelolaan  dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repihlik Indnnesia Tahon 2004 Nomaor i,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);




6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momer 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Undang-Undang WNomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemerintahan Dacrab (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494,

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenlang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembarun Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menterl

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolnan Keuangan Daerah;

13: Pernturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang perubahan ketign Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Dacrah
Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8
Tahun 2016);

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);

15. Peraturan Dacrash Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);

16, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Maknssar Tahun Anggaran 2024;

17, Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024;

18 Quvwent Wamitnean Qalrstarie Nascral Wote Malossar Nomeor




Pendukung Non ASN sebagai Laskar Pelangi Tahun Anggaran
2024;

19. Surat Keputusan Sekretaris Danerah Kota Makassar Nomor
304 /SETDA/ 188 4 /TAHUN 2024 Tanggal 11 Januari 2024
tentang penunjukan dan pemberian belanja jusa tenagu
administrasi serta belanja juaran jaminan / asuransi bagi
non aparatur sipil negara pada tenags penunjang pelaksana
sub kegiatan penyediaan jase pelayanan umum kantor pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  PENELITIAN  DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA
ADMINISTRAS] SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN |/
ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA
TENAGA PENUNJANG PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR PADA
BADAN PENELITIAK DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
MARASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Memberikan belanja jasa tenaga administrasi serta belanja
juaran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada
tenaga penunjang pelaksana sub kegiatan penyediaan jasa
pelayanan umum kantor pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024
dengan nama-nama sebagai berilcut :

 — o —— — -
1 | BURHANUDDIN TATI08111070014
8.Ros, M.Soe PELAYANAN

|2 | RESEIYANTI BALAM, SHE TAT1I0154096 10001 | LASKAR

3 | KAMASIAH TA7 | (FASA02THI006 | LARKAR

4 | FiTha ANORAEN! ALAMBYAH TAT1094 109990001 | LABKAR
SAPUTRIL, SM FELAYANAN

KEDUA : Belanja jusa tenaga administrasi serta belanja fuaran jaminan
/ asuransi bagi non aparatur sipil negara pada tenaga
pemunjang pelaksana sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan
umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Malassar Tahun 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan
Pengembangan Daecrah Kota Makassar;

KETIGA Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Makassar Tahun Angearan 2024 melalui DPA Badan




KEEMPAT : Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal | Fehruan 20024
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN

‘Kl e N [ 4 = -

-

Tembusan : disampaikan hepada
1. Inspektur Kota Makassar di Makassar,
. Kepala DIMRAD Kota Makassar di Makassar,

3. Masing-masing yang bersanghkutan;




